SALINAN

BUPATI KEDIRI
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI KEDIRI

NOMOR 3 TAHUN 2021
TENTANG
BESARAN TUNJANGAN TRANSPORTASI BAGI PIMPINAN DEWAN PERWAKIAN RAKYAT
DAERAH DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEDIRI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEDIRI,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 Peraturan
Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan
Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah dan sesuai dengan Menteri Dalam Negeri Nomor 188-
31/7808/SJ tanggal 2 Nopember 2017 perihal Penjelasan
terhadap implementasi substansi Peraturan Pemerintah Nomor
18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrafif
Pimpinan dan Anggota DPRD serta Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan
Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan
Pertanggungjawaban Dana Operasional dan Nota Dinas Plt.
Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Kediri tanggal 11 Januari 2021  Nomor
900/0152/418.51/2021 perihal Pemberian  Tunjangan
Transportasi bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten
Kediri serta Berita Acara tanggal 28 Januari 2021 Nomor
900/234/418.51/2021 tentang Rapat Pembahasan Pemberian
Tunjangan Transportasi Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD
Kabupaten Kediri, perlu menetapkan besaran tunjangan
transportasi bagi Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD
Kabupaten Kediri;



Mengingat

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Besaran Tunjangan Transportasi bagi Pimpinan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah dan Anggota Dewan Perwakilan
Rakayat Daerah Kabupaten Kediri ;

Undang-Undang Nomor 28  Tahun 1999  tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersin dan Bebas dari Korupsi,
Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3886);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tfentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangaan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6398);



6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3587) sebagaimana telah beberapa kali divbah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor ¢ Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak
Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6057);

8. Peraturan Pemerintfah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6322);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 8 Tahun 2017
tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan Dan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BESARAN TUNJANGAN TRANSPORTASI
BAGI PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DAN
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKAYAT DAERAH KABUPATEN
KEDIRI.

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kediri.



(1)

(2)

(3)

(3)
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Pimpinan DPRD adalah pejabat daerah yang memegang jabatan ketua dan wakil
ketua DPRD Kabupcten Kediri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Anggota DPRD adalah pejabat daerah yang memegang jabatan anggota DPRD
Kabupaten Kediri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD
adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan
disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan
peraturan daerah.

BAB Il
TUNJANGAN TRANSPORTASI BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD

Pasal 2

Tunjangan transportasi diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten
Kediri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf b Peraturan
Pemerintah Nomor 18 Tahun 2018 tentang Hak Keuangan dan Administratif
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Tunjangan transportasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan dalam
bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan.

Pembayaran tunjangan transportasi bagi Pimpinan dan Anggota DPRD yang baru
dilantik setelah Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak
Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah dan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan
Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD diundangkan, terhitung sejak yang
bersangkutan mengucapkan sumpah/janiji.

Tunjangan transportasi dan kendaraan dinas bagi Pimpinan dan Anggota DPRD,
tidak dapat diberikan secara bersamaan.

Pimpinan dan Anggota DPRD yang diberhentikan sementara fidak diberikan
tunjangan transportasi.

Pasal 3

Tunjangan transportasi bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Kediri
sebesar:

a. Ketua . Rp. 13.600.000,00 per bulan
b. Wakil Ketua : Rp. 13.100.000,00 per bulan
c. Anggota : Rp. 10.300.000,00 per bulan
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(2) Pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas tunjangan transportasi sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), dibebankan kepada yang bersangkutan sesuaqi

ketentuan peraturan perundang-undangan dan  fidak diperkenakan untuk
dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kediri.

BAB Il
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 4

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku maka Peraturan Bupati Kediri Nomor 46
Tahun 2017 tentang Besaran Tunjangan Transportasi Bagi Pimpinan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kedir
(Berita Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2017 Nomor 46), dicabut dan dinyatakan tidak

berlaku.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati
Kediri ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kediri.

Ditetapkan di Kediri
pada tanggal 29 - 1 - 2021
BUPATI KEDIRI,

TTD.

HARYANTI SUTRISNO

Diundangkan di Kediri

pada tanggal 29 - 1 -2021
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEDIRI,
TTD.

DEDE SUJANA
BERITA DAERAH KABUPATEN KEDIRI TAHUN 2021 NOMOR 3

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH
Asisten Administrasi Pemerintahan
dan Kesejahteraan Rakyat
u.b.

Pit. KEPALA BAGIAN HUKUM

SUWONO ’
Penata Tk. 1
NIP. 19661125 198903 1 010




